
BUFAT' SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2A2I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN

20T6 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap

persyaratan calon, pengaturan tugas, penegasan

pemberhentian anggota dan penegasan pimpinan Badan

Bermusyawaratan Desa, perlu dilakukan penyempurnaan

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9

Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

sae5);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol+ Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Mengingat



Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2Ol4 tentang Desa (Tambahan Lembaran Republik

lndonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali teralhir dengan Peraturan Pemerintalt

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawa-ratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016

Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DABRAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasai I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawa.ratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 09,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016

Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

5. Desa ...
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5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa-1 usul, daa/atau

hat tradisional yang diakui dan dihormati da-lam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 disisipkan

algka 5a, yang berbunyi sebagai berikut:

5a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 3 diubal seluruhnya, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 3

Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut :

a- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal

Ika;

c berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau

sudah / perna-h menikah;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

pertama atau sedera,iat;

e. bukan sebagai Kepala Desa, perangkat Pemerintah Desa dan

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

f bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

g wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan

h terda,ftar sebagai penduduk desa atau di wilayah pemilihannya

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau

Kartu Keluarga minimal 6 (enam) bulan;

4. Ketentuan...
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4. Ketentuan BAB III diubah seluruhnya, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagi2n Kesatu

Fungsi

Pasal 11

BPD mempunyai fungsi :

a. pembahas dan penyepakat Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;

b. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa; dan

c. pengawas kineda Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11A

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggaml<an musyawa.rah Desa;

g. membentuk panitia

h. pemilihan Kepala Desa;

i. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan

Kepala Desa antal waktu;

j. membahas dan menyepakati rancarngan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa;

k. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

1. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

m. menciptakan hubungan keda yang harmonis dengan

Pemerinta-h Desa dan iembaga Desa iainnya;

n. menyusun tata tertib BPD; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 118

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk
mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerinta,h Desa

secara lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi

kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaran Pemerintahan

Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelengga-raan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan

kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan

tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat

insidentil kepada Bupati kota melalui Camat;

j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya

operasional BPD seca-ra tertulis kepada Kepala Desa untuk
dialokasikan da1am Rancangan Anggaran dan Pendapatan

Belaaja Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

1. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Anta-r

Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka

monitoring dan eva-luasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Ketentuan Pasa,l 17 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi

sebagai berikut

Pasal 17 ...
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Pasal 17

(1) Anggota BPD berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksana-kan tugas secara b'erkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut seiama 6 (enam)

bulan tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

d. tidak melaksanakan kewajibal;

e. melanggar larangan sebagai alggota BPD;

f. melanggar sumpai/janji jabatan dart kode etik BPD;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yalrg

telai memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengaa ancaman pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna danf atau rapat BPD

lainnya yang menjadi tugas dan kewajibarnya sebanyak 6

(enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan,

penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi i (satu) desa

baru, pemekaran atau penghapusan desa;

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepa-la

Desa kepada Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.

(4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

diusuikan oleh RT/RW berdasarkan keterwakilan wilayah

melalui musyawarah perwakilan masyara-kat.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan...
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6. Ketentuan BAB VI diubah dan diantara Pasal 18 dan Pasa-l 19

disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, serta

diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu

Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KELEMBAGAAN BPD, MUSYAWARAH BPD DAN MUSYAWARAH

DESA

Bagiaa Kesatu

Kelembagaan BPD

Pasal 18

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:

a. pimpinan; dan

b. bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pembinaan kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa.

(4) Bidaag sebagaimana dima,ksud pada ayat (3) dipimpin oleh

ketua bidang.

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota

BPD.

Pasal 18A

(1) Pimpinal BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud da1am

Pasal 18 ayat (5) dipilih dari dart oleh anggota BPD secara

langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dart ketua bidalg sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh

anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat...
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(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal

pengucapan sumpah/janji.
(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya

karena pimpinaa dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin

oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan

kesepakatal pimpinan BPD.

Pasal 18B

(1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dima-ksud

dalam Pasal 18A ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan

keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mulai

berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama

Bupati.

Pasal 19

(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dar wewenang

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 11A dan

Pasal 118 dapat dibentuk staf administrasi BPD, yang diangkat

dari unsur Perangkat Desa ya-ng ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

(2) Pengangkatan stal administrasi BPD dari unsur Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbaagan kompleksitas pelaksanaan tugas BPD dan

kemampuan keuangan desa.

(3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meiaksanakal fungsi administrasi kesekreta-riatan BPD dan

melaksanakal fungsi pengelolaan keuaagan BPD.

Bagian Kedua

Musyawarah BPD

Pasal 20

Mekanisme musyawarah BPD yaitu sebagai berikut :

a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;

b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling

sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

c. pengambilan...
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c. pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah

guna mencapai mufalat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan

Keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d,

dinyatakan sah apabila disetujui oleh anggota BPD paling

sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota

BPD yang hadir; dan

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan

dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris

BPD.

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa

Pasal 20A

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi

oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang

diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan Pemerinta-han Desa.

(3) Hat yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sarna Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan...
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g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. penvakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {41,

musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan teknis

Peraturan Bupati.

Pasal 20B

lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

10 Februari 2O2l

TUC

Diundangkan di Serang

pada bruari 2O2l

KaBUPATEN SERANG
(n

UD SAHIRI

LEMBARAN DAE KABUPATEN SERANG TAHUN 2O21 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(2,212O2t)

G


